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NOllk)r 

Lampiran 

Perihal 

PEHERl:NTAH KAiliFATEN DAERAH. TINGKAT II 
PEMALANG 

Pemalang 1 19 ":" 6 - 1995: 

: 1 (sat~) E."C. K e p a ·d a . : 

P d P
. d -.Yth.1.Bp.Gubernur Kdh Tingkat I : engun angan er a . . · 

K .. bu ·t ·nat· II Jawa TeI1gah di Semarang ; a pa: en 1 · · · 

Pemala.ng Nomor 9 2.Ic'a.Inspektorat Wilayah Prop. 
Tahun 1995. Dati I Jateng di ;1emarang.; .' 

3.Pemb.Gubernur Jateng untuk 
W~ayah Pe~alongan ; 

. . ~ 

4.lUSPIDA Kabupaten D·ati II . 
. Pemal.ang ? 

5.Ketua Pengadilan Hegeri 
Pemalm.ng· ; 

6.Ketua IPRD Kabupaten Dati- " Ji 
II .Pernalang ; 

7.Semua·Anggota DPRD Kab Da­
ti II P cmalang ; · 

O.Ka Itwil Kab. Dati II Pml i 

-9.Ketua BAPPEDA Kab Dati II · 
Pemalang · ; 

10.serra.ta Ka ninas/.tnstansi/{ca,n 
tor se-Kab Dati II Pemalang; 

11.Semua Pemb.Bupati dan C amat 
se-:-i{ab Dati II Pemalang ·; 

.12.Semua Kabag pada Setwilda 
Tingkat II Pern£ibig ; 

lJ.Sen:r.i-a. Kepalc. Desa/Kelurahan 
se-:,Kab Dati II Pemalap.g. 
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Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Perda Kabup~ 

ten Daerah Tingkat II Pemalang Noroo?? 9 Tahun 1995 tentang -_ 

Retribusi Kebersihan, yang telah ditetapkan oleh Bupati Kep~ 

la Daerah Tingkat II· Pemalang dengan persetujuan Dewan Perw_s 

kila1 Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tinglcat II Pemalan~ pa­

da tanggal 15 Pebruari 1995 Pe~a tersel:ut _t_elah disahkan -
, I ~ ) ' 

> 
Gubernur Kepala Daer ah Tingkat I J awa Tengah dengan Surat 

- Keputusan tanggru. 10 April 1995 Nomor 1~.3/l7 /1995. 

Selan.)xtnya Perda tersebut telah diundangkan oleh: 

Sekretarls Wileyah ·; Daerah pada tan~al 21 April 1~9t dan 
'>a·· 

dimuat. dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II P&:­

malang No~r I J+ S · & r i B Noroor : . :3. 

Demi.ld:an untuk menjadikan periksa dan guna seperlu -

ny-a. 
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L:EMBARAN DAERAH DAERAH TINGKAT II PDfALANG 

NOMOR : 4 TAHUN 1995 SERI B NO. 3 
======================--======================== 

.PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH T;tNGKAT·II PEMALANG. 

NOMOR 9 TAHUN · 1995 

TENT ANG 

REI1RIBUSI KEBERSIHAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI.KEFALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG 

M~nimba.ng : .a. bahwa kebevsihan merupakan salah satu segi kehidu,12 

an yang perlu dipelihara secara ~erus menerus ~gar 

menjad:i. si~p hidup baik oleh warga masyarakat ma.!! 

pun Pemerintah _Daerah demi tercapainya lingkungan 

yang bersih dan sehat ; 

b. bahwa untuk menyelenggarakan kebersihan diperlukan 

· biaya yang cukup besa.r,, oleh k.arena itu diperlukan 

partisipasi seluruh warga masyarakat dengan memba­

yar R.etribusi Ke.bersihan ·; 

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daer~ Tingkat II 

Pemalang Nomor 12 Tahun 1981 tentang Retribusi Ke­

bersihan Kota yang telah <iiubah d.eng~ Peraturan -

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 

11 Tahun 1987 tentang ~erubahan Pertama Pera.turan -

Daerah Kabupaten Dae:rah Tingkat.II Pemalang Nomor 

12 Tahun 1981 tentang Retribusi Kebersihan Kota-
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dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang No­

mor 5 Tahun 1988 tentang Retrib~i Kebersihan Lingkungan Pa -

sar dan Terminal sudah tidak sesuai lagi d~nga.n perkernbangan 

keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali 

de bahwa untuk maksud tersebut diatas pengaturannya perlu ·~itt:an,8 

kan dalam Peraturan Daerah Perubahan. 
'• 

Mengingat : 1. Undan.g-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemben -

tukan Daerah-daerah K~bupaten dalam Ltngkungan Pr,2 

p1;_nsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah No~r 

32 Tahun 19,0 tentang Penetapan mulai berlakunya U,E; 

·dang-undang Nomor 13 Tahun 19.50 , ; 
• ,_ I . 

2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 teptang Per-

3. 

·4. 

. aturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara R~pu­

blik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, ·Tambahan Lemba.t 
' . 

an NegaraRepublik Indonesia Nomor 1288) ; · 
,._ '- ·. 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tenta.ngPokok-po -

kok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Repu 

~l:i.k In~onesi~ Tahun 1974 Nom~r 38, Tambahan Lemba.t 

an Negara Republik IndonesiaNomoi-·3037) ; 

U,;>.E,ang-undang N<:>mor 4 Tahuri 1982 teptang Ket~ntuan 
. . . . . . ,._,,-

ketentuan :Pokok Pengelola_Lingkungan Hidup (Lembar- , 

an Negara ·Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12. , 

Tambahan Lembaran ·Negara Republik Indonesia Nomor-

3215) ; 

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Dae -

' rah Perubahan 
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6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerrui Tingkat II Pemalang 

• Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri SJ; 
pil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 

'II Pemalang ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting -
lcat II Pemala.ng Nomor 1 •'t" Ta~un 1987 Seri D Nomor 6 ) ; 

7. Pera.turan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang 
Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Paear-pasar (­
Lembaran Daerah Ka.bupaten Daerah Tingkat II Pemalang 
Nomor 12 Tahun 1988 Seri B Nomor 7) ; 

8. Peraturan Daerah Kabtipaten Daerah Tingkat II Pemalang 
I , ' 

Nomor 11 Tahun 1990 tentang Motto Pembanguna.n Kabupa .. 
ten Daeriili Tingkat II Pemalang ( Lembaran baerah Kab~ . 

. paten Daerah Ting,W.t II Pemalang Nomor 6 Tahun 1991. .. 
S. er i D Nomor 5) ; 

9-. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang 
Nomor 13 Tahun 1993 tentang Kebersih~, Keindahan dan 
Ket~rtiban ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 

. - . .. .., 

.II Pemalang Tahun 1993 Nomor 13 S e r i C , NolllOr 1 ) • 

~ Dengan persetujuan Dewan Perwakila¥,J. Rakyat Daerah Kabup'aten·­
. 'laerah Tingkat II Pemalang. 
'- . 

MEMUTUSKAN: 
Menetapk.an : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAER.AH TINGKAT II PEMA_ 

LANG TENTANG REI'RIBUSI KEBERSIHAN. 

BAB I .• • • • • • • ( 4). 
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B A,B I 

KErENTUAN UMUM 

Pasal 1 
"' 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimakaud dengan 

a. Pemerintah Daerah adalab. Peme~intah Kabupaten Daerah Ting­

kat II Pemalang 

b_. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala. Daerah Tingkat­

U Pemalang ; 

- c. Pemakai/pemilik persil adalah orang/Badan Hukum yang mema­

kai/memiliki tempat l.liltuk. tempat tinggal, tempat usaha.__te~ · 

pat pendidikan dan perkantoran dalam wilayah Kabupaten Da_2 

rahTingkat II Pemalang; 

d. Tempat ~enampungB.l; Sementara yang selanjutnya disebut TPS 
da,n/atau Transfer Depo adalah tempat yang disedi~kan/diakui 

keberadaannya oleh Pemer~ntah Daerah pada lokasi ,yang telah 

ditentukan baik berupa TPS _Kayu,. TPS Gerobak dan Container­

dan/atau Transfer Depo untuk_menampung/memiu.druikan sampah -

sebelum diangkut/dibuang ke Tempat Penampungan Akhir ( TPA ); - . 

e. Tempat Penampungan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah _ 
. . .-

tempat yarig disedia.kru:/ditunjuk oleh Pemerint~ Daerah untuk 

pembuangan akhir aampah ; ___ _.,-~ 

f. Retribusi Kebersihan adalah suatu pungutan yang dilakukan -

oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh pemilik atau pemakai­

. persil yang dapat menikmati jasa kebersihan diseluruh wila­

yah_Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalarig 

g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Ting~t II •· 

PemaJ.ango 
BAB II • • ~ • • • • (5) • 
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BA B II 

KErENTUAN PF.MELIHARAAN KEBERSIHAN. 
Pasal 2 

(1) Kegiatan kebersihan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 
1 ·; II Pemalang dieeermggarakan oleh aelunh warga masyarakat-

Jtersama-sama Pemerintah Daerah. 
(2) Kegiatan kebersihan"aebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pa -

sal ,ini meliputi : " 

a. Pemeliharaan kebersihan di jalan-jalan umum, saluran-sa­
luran umum, tempat-tempat umum dan kegiatan lain yang -
berkaitan de~an kebersihan ; 

b. Pembinaan, Penyuluhan, Pelatihan dan Pengawaaan atas ke­
giatan pemelibaraan kebersihan lingkungan 

c. Pengaturan dan penetapan TPS dan TPA 
d. Pengumpulan dan pengangkut.,;n sampah dari sumber sampah -

1 ke '11PS darr / atau T P A ; 1 

e. Pemuanahan dan pema.nfaatan sampah dengan cara-cara yang­
tidak. menimbulkan gangguan terhadap lingku.ngan. 

Pasal 3 · 
( 1) Setis.p orang wajill' menjaga kebersiban denga.n membuang sampah 

ditempat sampah yang disediakan. ...... -

(2) Setiap pemakai atau pemilik persil, bertanggwig jawab atas 
kebersihan lingkungan b~. halaman, saluran sampai.di­
batas garis sempadan jalan/sesuai batas perail ma.sing-ma.sing ,. 

(3) •••••••• (6). 
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(3) Untuk melakeanalmn sebagaimana dimakaud pada ayat (2) Pa-

sal ini, pemakai/pemilik persil wajib menyediakan tempat • 
• 

sampah tertutup yang diletakkan di halaman persil masing-. 

masing yang mu:dah dijangkall oleh petugas peng1tmpul sampah. 

· (4) Sampah yang telah ternmptl di tempat sarnpah diangkut de-
1 

ngan Gerobag Sampah/Becak Sampah oleh Petugas PQng-.rnpul -
' 

sampah yang ditunjuk oleh Pagwyuban Kebersihan, Kei,ndahan 

dan Ketertiban Tingkat RT/RW ata• Pe.!!}erintah Daerah. 

J (5) Setiap pedagang yang menjajakan ba.rang dagangannya dengan 

dijinjing, digendong, dipikui, didoro:ag· atau pedag?.ng ka­

ki lima, wajib menyediakan tempat sampah yang memadai w.n-. . ~ 

tuk inenampung sampah yang dihasilkan. 

Pasal 4 

(1) Untuk Il!enampung buangan sampah dari pemakai/pemilik per ... 

sil sebagaimana dim~•d pada PasaJ. 3 Peraturan D~erah -

ini, Pemerintah Daerah menyed:i,akan TPS dan/ata• Transfer 

Depo seba~ai tempat peminda1:tan sampah dari gerobag ea.r.ipah 

/becak sampah ke Dump Truck dan TFh.. 

(2) Pemalcai/pemilik persil yang.bersifat_ niaga yang menghasil 

kan samp"lh sebanyak 2,5 M3 atau lebih setiap harinya, cl~ 
pat membuang sendiri ke TPA atau sesuai petunjuk Bupati ;;;- ~✓--;­

Kepala Daerah. 

(3) Pemaka.i/pemilik persil yang menghasilka.n sampah sisa-si­

sa material bangunan, batang, dahan dan ranting pohon, d~ 
. I 

pat membuang sendiri ke TPA atau aesuai petunjuk Bupati -

Kepalo. Daerah." 

- (4) ••••• (?). 
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(4) Pemi~ik/pengusaha peternakan wajib membersihkan kandang dan 

; meC1buang kotoran ternaknya ke TP A a tau aesuai petunjuk Bup~ 
ti Kepala Daerah. 

(5) Tatacara pelaksanaan peC'lbuangan sampah sebagaimana dinaksud 
pada ayat (1), (2), (3) 'dan (4) Pasal ini ditetapkan oleh 

Bupati Kepal~ Daerah. 

Pasal 5 

Pelaksanaan kebersihan dapat dilakukan oleh Organieasi Masyara­

kat a.tau Pihak Ketiga lainnya dengan ijin Bupati Kepala Daerah. 

Pasal 6 

S~tiap pengusaha industri/pabrik/rumah eald.t yang menghasilkan 

limbah1 yang raengandung bahan berbahaya, beracun wajib meleng -

kapi tempat usah~a dengan Unit; Pengolah LiC'lbah seeuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

Pasal 7 
Setiap pemakai kendaraan diwajibkan menjaga kebereihan. 

BAB III 

KEl'ENTUAN LARAOOAN 
Pasal 8 

~(1) Dilafang memba.kar samp$ di pekarangan/halaman atau tempat~ 

,,__ tempat yang dapat menimbulkan _ bahaya kebakaran atau meng -

ganggu iingkungan tanpa ijin Bupati Kepala Daerah. 

(2) Dilarang membuang sampah diluar teC1pat-tempat yang telah d,1 

t.entukan / disediakan. 
' (3) Dilarang membuang siea-sisa bangu.nan dan/atau sampah yang 

berbahaya kedalam tempat sampah. 

(4) •••••••• - (8). 
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( 4) Dilarang membuang batang, dahan ?,aµ, rant,Jng pohon -~~lam · 

jumlah yang besar kedalam tempat~acipah,sehing_~a,mele­

bihi kapasitas tempat sampah terseb\i~• 

(5) Dilarang t1er.1buang hasil pengurasan· ·t:tnja dJeembarang · -..• .,_·..,t , 
ter.1pat, selain tempat y~g di t.ent~ ~leh_' Bupati Kepa-

la n·aerah. 

BAB IV 

RErRIBUSI KEBERSIHfi.N 

Pasal 9 . 

Atas penyelenggaraan kegiatan kebe~sihan, Pemerintah Daerah 
mengenakan Retribusi· Kebersihan kepada seluruh pemakai atau 

pemilik persil diseluruh wilayah Kabupaten Daerah Tingkat -

II Pena+ang• 

Pasal 10 

Besarnya tarif retribusi sebagair.iana dimaksud pada Pasal 9 
Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut: 

a. Pemalro.i ~tau pemilik persil yang bersifat: 
' , 1. Persil bukan niaga : 

a) Persil yang bersifat rumah tangga yang terletak di 

Jalan Kel~ I dan II, ~ebesar Rp. 1.000,- (seribu-
r: ... 

rupiah) s/d Rp. 2.500,- (dua ribu lina ratus rupiah)- --

setiap bulan 

b) Persil yang bersifa~ rumah tangga terletak di Jalan 

Kelas III dan IV,.sebesar Rp. 500,- (lirna ratus ru­

piah) s/d Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) s~ 

tiap bulan 

c) •••••••• (9). 

__,,. 
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BA B II 

KErENTUAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN. 
Paaal 2 

(1) Kegiatan kebersihan dalam vilayah Kabupaten Daerah Tingkat 
1 ,; 

II Pemalang diseennggarakan oleh selunh varga masyarakat-

~ersama-sama Pemerintah Daerah. 

(2) Kegiatan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pa -

sal ,ini meliputi : ~ 

'--' a. Pemeliharaan kebersihan di jalan-jalan umum, saluran-sa-

luran umum; tempat-tempat umum dan kegiatan lain yang -

berkaitan de~an kebersihan 

b. Pembinaan, Penyuluhan, Pelatihan dan Pengawasan atas ke­

giatan pemeliharaan kebersihan lingkungan 

c. Pengaturan dan penetapan TPS dan TPA 
. ., 

d. Pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah -

/ ke '11PS dan / atau T P A ; 

e. Pemusnahan dan penianfaatan sampah dengan cara-cara yang­

tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. 

Pasal 3 · 

(1) Seti-9,p orang wajib' menjaga kebersihan dengan membuang sampah 

ditempat sampah yang disediakan. 

(2) Setiap pemakai atau pemilik persil, bertanggung jawab atas 

kebersihan lingkungan b~. halaman, saluran sampai. di­

batas garis sempadan jalan/sesuai batas persil masing-masing ,. . 

(3) •••••••• (6). 
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c) Persil yang bersifat rumah tangga yang terle'fflk di Jal.an 

Kalas V, sebesar Rp. 2-'0,- (d~ ra:hs lime. pu.llh.) s/d -

Rp • .500,- (lima ratusrapiah) setiap b-..1.an. 

2. Persil bersifat niaga : _ 

a) Persil yang bereifat niaga yang terletak di Jalan Kelae-

1 dan II, sebesar Rp. 2.500,- (d•a ribu lima ratus ru -

piah) s/d Rp. 5.000,- (lima ribu r•piah) setiap bulan; 

. b) Persil yang oersifat niaga yang terletak di Jaian Kelas 

III dan IV, eebese.r Rp. 1.,500,- (seribu lime. ratus ru -

piah) s/d Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) setiap_bulan; 

e) Persil yang bersifat rrl:aga yang terletak ii Jal.an Kelas 
... ~~ 

V sebesar Rp. 500,~ (lima ratus rupiah) s/d Rp. 1.0001 -

( seribu rupiah) setiap bulan. 
-· 

3. Persil yang berupa tempat pendidikan, perk.antoran : 

a) Persil y~ be:vupa_tempat pendidikan, perkantor~- yang 

terletak di Jalan Kelas I dan II sebesar Rp. 1.500,-
·, ' 

(seribu lima ratus rupiah~Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 

setiap bulan ; 

b) Persil yang berupa tempat pendidikan1 perkantoran yang 

terletak dijalan kelas III dan.IV Rp. 500,- (lima ratua• 

rupiah) s/dRp. 2.0001- (dua ribu rupiah) setiap_bulan; 

e) Persil yang berupa Kantor Pendidikan, Perkantoran dija -
--- - ~ .. . 

lan kelas v·sebes§l" Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ru ~ 
' ' . 

piab.) s/d Rp. 750,- (tujuh ratus lirna puluh rupiah) se -

tiap bulan. 

b. • • • • • • • • • (10). 
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b. Areal Paear dan / atau Terminal : 

1. Setiap pedagang/bakul qan/atau usaha jasa yang mengSJ! 
- . 

nakan tempat berjual~n ::di areal c~asar -:dikena}fan ret4 

1usi sebagai beriku.t: 

a) Pasar kelas I .. . 
1) Kios/p~tak toko. sebesar Rp~ 200,00 (dua ratus -

rupiah) a:etiap hari ·; 

2) Didalam. Los sebesar Rp. ·!15Q,00 (serat'...S lima P.l! 

luh rupiah) setiap hari ; 

3) Diluar Los (dasaran) sebesar Rpo 

( s~ratus rupiah) setiap hari. 

b) Pasar kelas II 
.J 

1) Kios/petak tolm sebesar Rp. 150,00, (seratus lima puluh 

rupiah) setiap hari 

2) Didalam Los oebef'!ar Rp. 100,00 (s·erat1.10 rupiah) setiap 

hari . 
' 

3) D1.luar Loe (dae1arun) slfu~s-e.r Ri)o 75lXJ ( t.ujub. p;il.u..b. li 
' --

ma rupiah) setiap ha·d. 

c) Pasar kelao III / Par,ar Desa Bine.an ; 

1) K~oo / petak toko sebesar Rp.· 100\00 (seratus r-... :piah) · 

setiap :hari 

2) Didalam Los sebE.sar Rp., 715,00 · ( tujuh :puluh lima rupiah) 

setiap -ha:d ; 

3-) lliluar Los (da.sare~) eebesar Rp~ BO,OO{lima puluh ru -

piah) setiap hari. 

d) • • • • • • • (11). 
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d) Paaar Hewan 

1) Ternak Besa± tiap ekor sebeeal:" Rp~ 200,00 (dua ratus-· 

· rupiah) seti~p hari 

2) Ternak kecil tiap ekor sebesar Rp. 100 100 (seratus r.1.:: 

piah ) setiap hari. 

2. Setiap pedagang/bakul daa/e.tau usaha jasa yang menggunaken­

tempat berjualan diareal termina]/Sub terminal dikenakan 1~ 

- trJ.b"t?-Si ,. se"tJagn.i berikut 

a. T e r m i n a l : 

1) Kioeipetak toko sebesar Rp~ 200,00 (dua ratus rupiah) 

setiap harf. ; 

,. 2) Diluar Kios/petak. toko sebesar Rp. _ 100,00 (seratus ~ 

piah) eetiap hari. 

b. Sub ·Terminal i 

'l) Kioe/petak toko sebeear Rp. 200,00 (dua· r~tus rupiah) 

setiap hari ·; 

2) Diluar Kios,lpetak. coko sebcsar Rp. 100,00 (se·ratus ru. 

piah ) setiap b.ari. . . · .. 

3) Setiap orang yang _menggu.>iaY.an kamar mand:i/WC di areal pasar 

dan/atau. terminal dikenakan retribusi sebagai berikut: 

ao Buang air kecil 1 ~ebes~ Rp..- 100,00 (seratus rupiah) 

b, Buang air besar dan/atau mandi. sebeear Rp. 200,00 (ct· .a r~ 

.-.. tus rupiah).· 

Pasal 11 

Kendaraan penumpang umum yang masuk terminal/Sub terminal dikell8 

kan retribusi sebagai berikut : 

a ••••••• • (12). 
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12 -
-n• Bis scbcsor Rp. 200,00 ( duo. ro.tus rupioh ) sckali sctiop- -

hori 

b. Micro bus scbcsor Rp. 1~,oo ( scro.tus limo puluh rupioh) 

sc:k.,li sctinp hori ; 

oa Angkuton Koto./Pcdcsurin scbcsor Rp. 100,00 ( scratus rupiah) 

sc~,li sctio.p hori. 

Poonl 12 

( 1') Pc.mungu.tM rctri busi kcbcrsihon dil!lkulcari olch Pctugos -

y~ di tunjuk olch Bllpo.ti Kcpola. Dacrnh. 

(2) Pcncrimo.,,n. do.ri htl.Sil rctri busi kcbcrsihon hD."Mla disctor - , 

~1.tl kc Ko.a Do.croh. 

B .6 B V 

Pl!MBERSIH.AN,/PENGURASAN SUl•lUR TINJ.A 

F ns,_,l 13 

Pcmbcrsihnn/pcngur~rui sumur tinjll disclcnegn:rnkn.n olch- l}o­

tugo.s Pcmcrinto.h Dllcrnh moupun Piho.k: Kctt.gn yang tel uh di t1J!! 
juk olch liUpllti Kcpnlo. D~roh dcngon mongeuno.k:..1,0 nlo.t-:-o.lllt -

pcmbcrsihon/ p~nson swnur tinj o. yrJI1g pcrsyo.r,ntnn.rzy-a. -~ tCJ:! 
• tuko.n. oloh Bllpnti -KQpru.n. Dueroh. 

Pasol 14 
( 1) UZit1Jk' pcmbcrsihon/pcngu.raeo.n S'Wilur tinjn dipu.ngut "fueya 

. scbcsnr Rp. 12.500,-, (~,. bolo.a ribu limo. ratus rupinh) 

/ M3. 
(2) Pcrornngon/Pci.t.gu.eohn yong mcmbunn.g lMgBUng kc. Pcngolob­

o.n Tinjn dipungut bieyo. scbcsor Rp. 4.000,- (Fmpa.t ribu,­

. rupioh ) / M3. 

BAB VI • • • ( 13). 

;;; 
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BA B Vl 

PEL.AKSANAAN DAN PENGAWASAN 
Pnso.l 15 

Pclnkso.no.:on a.to.a Pcro.turo.n Do.croh ini disornhk:M kcpado Di.n.."'t.&.­
/Inetnn.ei yong di tunjuk ollti1 Bupo.ti Kopolo. Do.crQh. 

Pos;:il 16 

Pcngo.wl\SM ntns pclnksn;.1&.n PcrtlturM Do.crab: ini dil~"'l.ll 
olch I.nspcktoro.t Wileyoh K..'1.bupo.tcn Do.croh Tingkct.t II :Pcmrunng 
don BngiM Hllkrun S6krcto.rio.t/wileyoh Do.oroh lC..'1.bupo.tc.n Do.crnh 
Tinglr...,"'t ;rr Pcmnln.ng. 

B .A 1l VII 

KETENTU.AN PIDAN.A DAN PENYIDIKAN 
' 

Pnsol ·17 
Polnnggo.rM tcrhru:lnp kctcntu.np,,.kctcntu.:.,n d.t."ll~ Pnsnl 3 eyo.t / . 

~ . 

(1),. (2), (.3)·dw (5), J?o.aru. 61 Prumi 7, Po.sal 8, Paso.110 
dM Pn.s;;i.l it. PDl'o.tura.n. Dn.ornh Lni dianonm Pid~o. kurungnn sol-'l: 
ma.~loma..-iyn. 3 ( tii-,, } bu.lp.,."l .n,i;au dc~ld.ri. scbruzy-nki--bariyn.keyo. Rp" 
~ .000, Q0 { Lima pul uh ri bu rupi oh ) • 

Pos1:1J. 18 
' 

· Soln:L.n olah .. Pcjc_i.bnt Poeyidik Umum yang b0r·~o.s uicn,yidik tialnk 
....__. .pid£1.lln.1 pc!zyidikt1.n ai;as tindnk pidn...110. sobogailllc.'1.l'lil. dimnksud d~ -.. ..,, '· ·• . 

lom Pt1.Sa.l t7 Pcro.turo.n :Onbrnh i~·, d5-1D,k:uk,_'"\fl. olm Pceyidik P6-
go.woi Ncgcri Sipil di. lingkt:.ngn.11 Pcmcrintnh Dc1crah yang peng -

nngko.tnn; kcwc.nnngn.n dnrt dnlulll mcrrjal£t.rJc,:i,n- tugnsn.yo. scSUni -
dcngn.n ·poro.turn.11 pcrund.DlJ€-~Jl yong bcrln.1<.ii. 

BAB VIII••-• • • • (14) 
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BA B VIII 

· KEY!'ENTOAN PENUTUP 

'Pnsnl 19 . 
Hnl-hul y~ bolum din.tu:r dnlDDl Pc;rn.turtin Dn.crnh im., ~1ll 

din,tur lobih lnnju-t; olch Bupn,ti Kcpru.a Do.croh scpo.njnr.,g -

mcngc..'lt."li pol nkso.nMlll\Y o.o 

Poonl 20 

Dc.ngc..n '!?Drlokunyn Forn.turo.n Dncrnh ini, mn.lcn Pcrn,turnn ~ 

Dncrnh K."'l.bupntoci Dn.ornh Tingknt II Pomolnng .Nomor 1-2 Tnh1Ul 

1981 tcntnne Rotri.busi Kcbcrsihn.n Kotn. YM.€ tclnh diuboh­

dcngn.n Pcl"aturw Dn.ornh Ka.bupo.tcn Dacrnh Tingkn,t II Pomn -\ , 

lo.ng Noroor 11 Tahu.n 1987 dnn Pcraturrin Dn.ornh Kn.bu~nt.911 -

Do.croh Tinglco.t II P~ru.nng ·Nomor 5 Tnhun 1988 tcnto.ng Rct2i_ 
. . . \. 

buai Kcbcrsiha,n Lingkungan Po.so.r d~ Terminal dinyo.t<."lkn.n -

tido.k bcrln.ku_laei, 

Pnsnl 21 

Pcraturnn .Dn.crnh ini mUl~. bcrloku po.dn t~eol. -
di u.ndnngknn. 

Ago:r supeyn. sctiap ornne do.pn.t rnongctohuinyn, memo -

rintohknn pcngundongnn Pcro.turnn Do.crah ini dcnt;nn pcncmpq,i.<. .. /.-­

nnt\Yn dclulli Lombnrnn Dncrnh Ko.bupntcn Do.croh Tingknt II PO:. '- -•: 
molnng. 

Di tctnpk,,111 • ..... • • 
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Di tcto.pkan di Pc:nol.ong 
;; 

c 

- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE-.. 
Proo To.nggnl 1, P~b:ruo.ri 1995 

IDPATI KEP.ALA DAERAH TINGK.AT II 

PEM.ALANG 

......, 

RAH IUBUPATEN DAERNI TINGK.t\T 
II PEMALANG 

Kctuo, , 
CAP ttd OAP ttd 

Drs. H. Ll'1SWADI. Drs. H. SOEWARIDNO •. 

D I S· la H K t. N 
Dcngnn 

Kcputusn.n Gubcrnur Kcpru.n Dncroh · Tingkr1.t I 
, Jnwn Tcngo.h 

To.nggcl : 10 - 4 - 1995 No : 188.3/77/1995 
nn. SckrctGris Wileyuh/Dncrnh Tingko.t I 

Jo.wo. Tc.nenh. 
P j • Kcpn.lo. Biro · ijukum , 

0 J. P ttd 
SU'l'JI ASWID, SH 
Pcn..."\tn. Tingknt I . 
NIF. 010 088 157. 

DIUNDJ.NGJ:AN . 
DALAM LEMBARAN Dl.ER.filIKJUlJPATEN DAERAH TINGKJ4T II P~G 

Nomor i 4 Tgl : at - 4 .... 1995 
SERI :·B NO i ·3 

. ' 

SEKRm'ARIS WILAYAH / D.AERA.l! TINGKAT II PEMALANG 
- ttd 

Drs. MOELJONO • 

POOib:illCI. Utnmr1. Mud.a. 

NIP• ;l)O 029 ~22. 
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PEJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PliMALANG 

~MOR · : 9 TAHUN 1995 

T EN T1 ANG , 
REI'RIBUSI KEBERSIHAN 

I• PENJELASAN UMUM. 

Masalah kebersihan lingku.ngan merupaka.n aalah-eatu 

kebutuhan yang hakild dalam kehidupan manusia yang ber--• -
, 

- arti merupakan kebutub.an dan tanggung jawab bersama .da-. ~ 

ri pihak masyarakat maupun Pemerintah Daerah. 

Upaya mericiptakan kebersihan lingkUngan tidak. da -
pat dipisahkan dari usaha penanggulangan masalah eampah 

karena terkait satu sama J.ain yang p·enanganan/pengelo1:a 
' . -

an.D:Ya perlu melibatkan. banyak pihak serta memerlt.:ka.n du 
. . 

kungan l::eknologi, sarana dan- pr.·asarana serta darie. yang .-· 

memadah Sela.in itu. 9 hal yan_g sring.at pent:1,ng ad.al~ si""' 

kap mental dari semua pihak Galam usaha mem:;.ju Pemalang 

II<HLAS ( Indah, Komwd.katif 1 Hijau, Lancar, Aman dan ... 

Sehat ) • 
r 

I>emba.yaran Retribusl Kebersihan adaJ.ah merupak.xl -

salah safa. wujud ~r,-a~.a dari sikap. masyara.kat dalani mem 

berikan pru:tieipa.ainya mendukung Program Pemeri11ta,h D:::te 
, . . -. . 

rah dalam upaya menciptakan kebersihan lingkungan, ·. 

Bahwa .. • • • • • .. " .. (2). 
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.. 2 ' -

Bahwa Peratnran Daerah Kabupaten Daerah ~ingkat II -

Pemalang Nornor 12 Tahnn 1981 tentang Retrib'asi Kebersihan 
"> 

Kota yang telah diubah dengan Peraturan ~aerah Ka~npaten­

Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahnn 1987 tentang -

Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupat'en Daerah Ting­

kat II Pemalang Nomor 12 Tahun 1981 tentang Retribusi Ke­
bersihan Kata dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting­

kat II Pemalang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Retribusi Ke -

~ersihan Lingkungan Pasar dan Terminal sudah tidak gesuai 

lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau 

kembali dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru. 

II. PENJELASAN PAS.AL DEMI PASAL. 

Pasai 1 huru:! a dan b 

Pasal 1 huruf c 

i Cukup jelas. 

:-Yang dimaksud Tempat 

Tinggal adalah tempat -

yang dipakai sebagai ru­

mah tinggal dan 

. -Yang dimakeud dengan Te.m 

pat Usaha ada:)..ah tempat 

yang dipaka.i untuk uaaha 

seperti Pertokoan,bengkel1 

Perusahaan,Tempat-tempat­

praktek Dokter, Asrama, 

tempat-tempat pertunjukan, 

Bank Neger:!/Swasta dan ja­

sa-jasa laineya. 
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... 3 ... 

Pasal 1 hl:XU! d s/d huru.f j : Cukup jelas •. 
Pasal 2 s / d _Pas~ 6 : Cclatp_-jelas. 

\. 

Pasal 7 

Pasal . 8 

Pasal 9 

Pasal 10 

Pasal 11 s/ d Pasal 16 
Paeal 17 

· Pasal 18 e/d Pasal 21 
•, ··: ,':so• 

: Yang dimalteud menjaga ·kebersih~ . 

adalah menyediakan tempat sampab. 

dalam kendaraan dan dilarang mem 
. -

bnang·sampah diisemba.rang tempat. 
: Bagi pemakai/pemilik persil yang 

memiliki luas l~an pekarai,g~,-
. ""1>l• 

kurang dari 1.000 meter persegi­

dilarang membakar sampah dilahan 

pekarangan tersebut. 
: Cukup jelas. · 

: a.·Pelakaanaa.n· pungutan ret~ibuei 

dil.aksauakan secar~_bertahap; 

b. Dikecualikan untuk retribusi -

kebersihan ini adalah tempat • 

ibadah dan pemililr/pemakai per 
. -> 

sil tidak mampu 

c, Yang dirnaksud persil jalan.ke­

las Y pada Pasal 10 a,_ 1c, 2o, 
' ' , .;p..,. 

3c adalah termasuk persil yana--' _.: 

tid~ ditepi jalan. 
. : Cukup jelas. 
: Pelana,garan terhadap Pasal 6 se -

lain dikenakan kei;entuan Pasal 17 
Peraturan Daerah ini juga dikenai · 
sesuai peraturan Perundang-;undan_g 
an yang berlaku. 

: Cukup jelaa. .......... .......... scs •••••••• 
• ••••••• 

...... 


